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BAGAIMANA AKIBAT HUKUM TERHADAP MENYEBAR LUASKAN STIKER
WAJAH TANPA IZIN

. Pendahuluan

Perkembangan teknologi membawa dampak besar pada akses masyarakat terhadap
teknologi. Namun, masih banyak yang belum memahami tentang privasi internet dan
menyebarkan data pribadi secara tidak bertanggung jawab. UU No 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi menuntut pengendali data untuk mencegah akses tidak sah dan
bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi, seperti halnya kasus yang sering terjadi

namun disepele kan, menyebarkan stiker wajah seseorang tanpa izin

Berdasarkan temuan penulis, fenomena ini bermula saat seseorang menyebarkan stiker
wajah korban di multichat (Whatsapp) tanpaizin yang menyebabkan pemilik wajah merasa
terhina dan dipermalukan di para pengguna multichat yang belum korban kenal. Seseorang
menyebarkan stiker wajah korban dengan alasan hanya sekedar bercanda dan spontan,
meskipun Tindakan nya spontan tapi menimbulkan berbagai hinaan dan ejekan terhadap
korban. Disini dapat dilihat, menurut sudut pandang hukum pidana adalah cerminan dari

suatu bangsa yang baik ataupun tidak.

UU ITE merupakan peraturan yang dipergunakan untuk mengurangi perbuatan-
perbuatan yang melanggar dalam penggunaan media sosial. Tujuan Pasal 28 ayat 2 UU ITE
dapat mencegah timbulnya permusuhan dan perpecahan antar golongan dll, dan setiap
orang tanpa hak atau dengan sengajasmenyebarkansinformasisyang ditujukan untuk
menimbulkansrasa kebencian atau permusuhan. Dengan cara memperkuat pembatasan
hukum secara efektif dan edukasi kepada pengguna multichat bahwa pentinganya menjaga
privasi dan kehormatan diri, diharapkan mampu mengurangi penyebaran aib yang

merugikan pengguna lain.

Hak pribadi adalah hak untuk mempunyai kehidupan pribadi dan bebas dari segala
macam gangguan, tersebut merupakan secuil isi dari UU ITE tahun 2016, yang bertujuan
untuk melindungi data pribadi meskipun secara implisit individu memiliki control penuh
atas data pribadinya. namun intinya adalah bagaimana upaya perlindungan data pribadi juga

dapat menjadi sarana untuk melindungi privasi seseorang.



Beberapa kajian yang peneliti dapat ada kesamaan dan perbedaan dalam analisis dan
topiknya pada studi terdahulu, Fokus kajian ini adalah membahas dan menganalisis konsep
dan pengaturan perlindungan privasi atas data pribadi sebagai hak konstitusional warga
negara dalam perspektif perbandingan hukum. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan
menguraikan konsep perlindungan privasi data pribadi secara sistematis. Peneliti juga

mengkaji perbandingan peraturan perlindungan data pribadi dengan hak asasi manusia.

. Rumusan Masalah

UU ITE dan UU Tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan para penggunanya
agar tidak menyebarkan aib atau sesuatu yang bukan haknya tanpa izin. Pembatasan harus
dilakukan untuk meningkatkan penyalahgunaan data pribadi, dengan cara edukasi lebih
intensif terhadap resiko dan dampaknya, meningkatkan system penegakan hukum dan
teknologi untuk menindak dan mengindentifikasi penyebran data pribadi lebih ketat dan
efektif.

. Pertanyaan Penelitian

1. apa saja sanksi pidana yang diberikan jika menyebarkan stiker WhatsApp yang
mengandung penghinaan
2. Apa yang harus dilakukan oleh pengguna teknologi komunikasi untuk paham atas

privasi mereka dan di lindungi oleh UU apa?

. Metode

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan atau kaidah dan norma juga dapat
dikonsepkan menjadi patokan, metode pengumpulan data yang di gunakan penulis adalah
studi kepustakaan dan analisis kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual, penelitian bertujuan membantu memahami peraturan hukum yang lebih luas

terkait dengan hukum hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi.
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